PERATURAN DAERAH ROTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAB (RPJM) DAERAH

KOTA BANJARBARU TABUN 2011 — 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa datam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25

Mengingat

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daer ah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan K edua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
diwajibkan menyusun Reneana Pembangunan Jangka Menengah (RPIM)
Daerah;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer ah ter sebut akan
digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan
pembangunan di Kota Banjarbaru;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang
Rencana Pembangunan Jangka M enengah (RPJM) Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2011-2015;

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan K otamadya

Daerah Tingkat || Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3822).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dad Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K euangan Negar a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Repubhit
Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repubhlt Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Unciang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tanta ban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
tida /Tan ¢

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM
Nasional Tahun 2010-2014;.

Peraturan Betsama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor
0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
2014,

Permian Menteri Dabm Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahnn 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan
Selatan 2011-2015;

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomoe
Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBABU

Menetapkan =

dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 — 2015.




BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1

2.

Daerah adalah Kota Banjarbaru.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dagerah, yang selanjutnya disebut RPIMD, adalah

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
angaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.

Misi adlalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RPIJM DAERAH
Pasal 2

Maksud penyusunan RPIM Daerah adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan
pelakcanaan pembangunan sebagai penjabaran dari aspirasi rnasyarakat Kota Banjarbaru guns
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPIM Daerah adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam
waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang,
sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat K ota Banjarbaru

BAB IlI
SLSTEMATIKA RPIM DAERAH
Pasal 4

Sistematika RPIM Daerah Kota Banjatbaru Tahun 2011-2015, disusun sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN
BAB Il : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH




BAB BI : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV ANALISISISU-ISU STRATEGIS
BABV - PENYAJAN VLS, MIS!, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBUAKAN
BAB VII : KEBUAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII INDIKASI PROGRAM DAN PROY EKSI KEBUTUHAN PENDANAA
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Pasal 5

RPJIM Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 sebagai mana tercantum dalam lampiran yang
merupakan sate kesatuan tidal ( terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pel aksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangpl diunrlang)ran,
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru
Padatanggal 8 Secoteniter 2011
WALIKOTA BANJARBARU

-RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
padatanggal 8 Se :Dter¢iDer 2011

AERAH,

YAHRIANI
ARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR t4




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPIM) DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 — 2015

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tabun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Urulang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIMD) Kota Banjatharu Tahun 2011-2015 dengan Peraturan Daerah.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 13
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